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Kata K ik data huk antara norma hukum formal dan nilai-nilai adat yang masih
ata Kunci: Hukum perdata, hukum . . .
dagang,  masyarakat hidup di masyarakat. Temuan menun;ukkan b_ahwa
Sasak, pluralisme hukum, ~ P€laksanaan hukum perdata dan dagang dipengaruhi oleh
adat, implementasi  stryktur sosial, solidaritas komunitas, serta sistem nilai lokal
hukum. . . 0. ;
seperti awik-awik, isin, dan musyawarah. Pluralisme hukum
@ @ yang mencakup unsur negara, agama, dan adat
@ menimbulkan dinamika kompleks yang dapat memperkuat
maupun melemahkan efektivitas hukum formal. Masyarakat
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Journal of Justie, Law Studies and Politic menjaga harmoni sosial, menjadikan hukum adat sebagai
pelengkap sistem hukum nasional. Keberhasilan hukum
formal bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan budaya lokal serta
menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

1. PENDAHULUAN

Hukum perdata dan hukum dagang merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum
nasional yang berfungsi mengatur interaksi sosial serta kegiatan ekonomi masyarakat secara
terstruktur dan berkeadilan (Igbal, 2021). Keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik melalui mekanisme hukum
yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam kehidupan
bermasyarakat dan berusaha (Arif, 2024). Efektivitas implementasi kedua bidang hukum
tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang bersifat formal dan
tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya masyarakat tempat hukum
itu diberlakukan. Dalam konteks masyarakat Sasak di Lombok, pelaksanaan hukum
memperlihatkan dinamika yang unik karena dipengaruhi oleh sistem nilai adat, solidaritas
sosial, serta orientasi kolektif terhadap keharmonisan. Kondisi tersebut menyebabkan hukum
formal sering kali mengalami proses adaptasi terhadap realitas sosial yang hidup di tengah
masyarakat, sehingga penerapannya tidak selalu bersifat kaku, melainkan menyesuaikan
dengan tatanan sosial dan norma adat yang telah mengakar kuat.

Implementasi hukum perdata dan hukum dagang merupakan proses penerapan
norma-norma hukum dalam kehidupan sosial yang mencerminkan sejauh mana masyarakat
memahami, menginternalisasi, dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut dalam aktivitas
sehari-hari (Kusumaningsih, Yulianingsih, & Welly, 2023). Dalam konteks ini, implementasi
tidak sekadar berkaitan dengan penerapan aturan tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi
dan penyesuaian hukum terhadap realitas sosial di lapangan. Masyarakat dituntut untuk
memiliki kesadaran hukum yang memadai agar mampu menjalankan hak dan kewajiban
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secara proporsional, baik dalam hubungan keperdataan maupun kegiatan perdagangan
(Dewi, Dahler, Yulianti, & Tahari, 2024). Pada tataran lokal seperti di Lombok, proses
implementasi hukum perdata dan dagang sering kali dipengaruhi oleh sistem nilai dan
kebiasaan adat yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya harmonisasi
maupun potensi ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan praktik sosial yang
berakar pada hukum adat (customary law), sehingga pelaksanaan hukum menjadi cerminan
interaksi antara aspek normatif dan sosial-budaya masyarakat setempat.

Keadaan sosial masyarakat Sasak merupakan variabel penting yang mencerminkan
struktur sosial yang kuat dengan nilai-nilai kultural seperti isin (rasa malu), awik-awik
(peraturan atau hukum adat), gotong royong, serta penghormatan tinggi terhadap tokoh adat
(Masyhuri, Suud, & llyas, 2025). Nilai-nilai sosial secara signifikan memengaruhi perilaku
hukum masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan formal negara dan
kecenderungan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme musyawarah adat dibandingkan
dengan jalur hukum formal(Dirkareshza, Novyana, Surahmad, & Nurhalizah, 2024). Struktur
sosial dan norma kultural tersebut menjadi kunci dalam memahami dinamika implementasi
hukum nasional, di mana keberhasilan penerapan hukum bergantung pada kesesuaian
dengan konteks sosial budaya lokal. Analisis terhadap keadaan sosial masyarakat Sasak
sangat esensial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
efektifitas hukum, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih kontekstual
dan responsif terhadap nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara hukum
formal dan praktik sosial dalam masyarakat tradisional merupakan isu yang kompleks dan
multidimensional (Muhammad Surya Bimantoro et.al, 2024). Sejumlah penelitian (Sanjaya,
2024), (Pradhani, 2021), (Disantara, 2021), (Hakim, Pupuk Raya, et.al, 2024), (Bahri, 2024),
(Kusumawarni, 2022), (Fajrin & Triwijaya, 2019), (Siregar, 2025)mengungkapkan bahwa
pelaksanaan hukum perdata dan hukum dagang di tingkat lokal sering kali mengalami
hambatan akibat adanya pluralisme hukum, yakni tumpang tindih antara hukum negara,
hukum agama, dan hukum adat yang masing-masing memiliki legitimasi tersendiri dalam
kehidupan masyarakat. Kondisi pluralisme hukum menimbulkan dinamika dalam penerapan
hukum karena setiap sistem hukum membawa nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian
sengketa yang berbeda (Wahyuni Sagala, 2022). Meskipun demikian, kajian yang secara
spesifik meneliti bagaimana pluralisme hukum tersebut beroperasi dalam konteks sosial
budaya masyarakat Sasak masih terbatas. Padahal, masyarakat Sasak memiliki struktur
sosial dan sistem nilai adat yang khas serta berpengaruh kuat terhadap cara mereka
memaknai dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tuasikal et.al, (2025), mengatakan mengenai implementasi hukum perdata dan
dagang pada umumnya menitikberatkan pada aspek legal-formal, seperti penerapan norma
hukum, prosedur penyelesaian sengketa, serta efektivitas peraturan dalam konteks yuridis.
Sebaliknya, Adiwibawa, (2024) mengukapkan tentang kondisi sosial masyarakat Sasak lebih
banyak menyoroti dimensi kultural, tradisi, serta nilai-nilai sosial yang membentuk pola
perilaku masyarakat. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam
memahami keterkaitan antara struktur hukum dengan realitas sosial yang hidup di
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan
perspektif hukum dan sosiologi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
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mengenai bagaimana faktor sosial memengaruhi implementasi hukum dalam konteks
masyarakat Sasak.

Gunawan Salim et.al (2021), menjelaskan adanya kesenjangan penelitian (research
gap) antara kajian yang berfokus pada implementasi hukum perdata dan dagang dengan
penelitian yang menelaah keadaan sosial masyarakat Sasak. Studi tentang hukum perdata
dan dagang umumnya terbatas pada analisis normatif dan legal-formal tanpa
mempertimbangkan konteks sosial-budaya yang memengaruhi penerapannya. Sebaliknya,
penelitian mengenai masyarakat Sasak lebih menyoroti aspek tradisi, nilai adat, dan struktur
sosial tanpa mengaitkannya secara langsung dengan mekanisme hukum formal.Arifin,
Andriyadi et.a., (2024) mengatakan kesenjangan hukum dan sosial budaya menunjukkan
perlunya penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum dan sosial untuk
memahami bagaimana dinamika sosial, budaya, dan adat memengaruhi efektivitas
pelaksanaan hukum di masyarakat Sasak, sekaligus menawarkan perspektif baru dalam
pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih kontekstual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif hubungan
antara implementasi hukum perdata dan hukum dagang dengan kondisi sosial masyarakat
Sasak di Lombok. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana faktor-faktor sosial,
budaya, dan adat istiadat masyarakat Sasak memengaruhi proses penerapan hukum formal
dalam kehidupan bermasyarakat dan berusaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk adaptasi hukum yang terjadi dalam praktik sosial, serta
mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional mampu berinteraksi secara harmonis
dengan norma-norma lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih
kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat Sasak.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis,
yang bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara implementasi hukum
perdata dan hukum dagang dengan kondisi sosial masyarakat Sasak. Pendekatan kualitatif
dipilih karena mampu mengungkap makna di balik fenomena sosial dan hukum yang terjadi
dalam konteks masyarakat lokal, bukan sekadar menggambarkan data empiris secara
kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah bagaimana norma hukum
formal berinteraksi dengan sistem nilai sosial dan budaya masyarakat Sasak, serta bagaimana
faktor sosial memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum perdata dan dagang di tingkat lokal.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam,
dan dokumentasi, yang dilakukan di beberapa lokasi di Lombok Tengah dan Lombok Barat,
khususnya di desa-desa yang masih mempertahankan praktik adat seperti Desa Sade dan
Desa Ende. Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal,
dan aparat penegak hukum, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan
representatif terhadap realitas sosial yang diteliti.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan
secara interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Data yang
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan
tema penelitian, yaitu implementasi hukum perdata dan dagang, serta pengaruh kondisi sosial
masyarakat Sasak terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan
membandingkan temuan lapangan dan teori-teori hukum maupun sosial untuk menghasilkan

Lalu Arfa Am Andesa || Analisis Sosial Implementasi Hukum Perdata dan Dagang pada Masyarakat Sasak

|18


https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/index

s

R T

interpretasi yang kontekstual dan bermakna. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi
sumber dan metode, guna memastikan keakuratan serta konsistensi informasi yang diperoleh.
Dengan demikian, metode riset ini tidak hanya menghasilkan pemahaman empiris tentang
dinamika penerapan hukum di masyarakat Sasak, tetapi juga memberikan kontribusi
konseptual terhadap pengembangan paradigma hukum yang lebih adaptif terhadap konteks
sosial budaya lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Konseptual tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Hukum perdata dan hukum dagang merupakan dua cabang hukum yang berperan
penting dalam mengatur hubungan antarindividu serta aktivitas ekonomi di masyarakat.
Secara konseptual, hukum perdata berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur hak
dan kewajiban warga negara dalam konteks hubungan keperdataan, seperti perjanjian,
waris, dan kepemilikan(Arif, 2024). Sementara itu, hukum dagang berorientasi pada
pengaturan kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis, termasuk kontrak dagang, perniagaan,
serta tanggung jawab pelaku usaha (Dyah Erlina Sulistyaningrum, Muhammad Achwan,
Suryadi, 2025). Kedua bidang hukum ini berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial dan
ekonomi.

Hukum perdata dan hukum dagang tidak hanya menjadi perangkat legal-formal,
tetapi juga mencerminkan struktur nilai sosial dalam masyarakat. Melalui penerapan yang
efektif, kedua bidang hukum tersebut berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan sosial
dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, analisis konseptual terhadap
hukum perdata dan hukum dagang penting dilakukan untuk memahami bagaimana norma
hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta menjaga keseimbangan
antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam kehidupan bermasyarakat (Rizka
Vinanda et al., 2024).

Secara konseptual, hukum perdata dan hukum dagang memiliki peran sentral dalam
menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik melalui
pengaturan hubungan sosial dan aktivitas ekonomi. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen normatif dan legal-formal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang
hidup dalam masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan, kedua bidang hukum tersebut berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan
sosial serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis konseptual
terhadap hukum perdata dan hukum dagang diperlukan untuk memahami adaptasi norma
hukum terhadap dinamika sosial dan peranannya dalam mewujudkan tatanan masyarakat
yang adil dan seimbang.

Konteks Sosial dan Budaya Masyarakat Sasak

Masyarakat Sasak memiliki struktur sosial dan sistem nilai budaya yang kompleks,
yang menjadi landasan dalam membentuk cara pandang terhadap hukum dan tatanan sosial.
Struktur sosial masyarakat ini didasarkan pada hubungan kekeluargaan yang kuat, peran
tokoh adat, serta keberlangsungan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Muzakar,
Ramdan, & Hafidz, 2023). Nilai-nilai dasar seperti rasa hormat terhadap hierarki sosial,
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solidaritas komunitas, dan kepatuhan terhadap norma adat membentuk pola interaksi sosial
yang khas. Dalam konteks ini, hukum tidak dipandang semata sebagai instrumen formal
negara, melainkan juga sebagai bagian dari sistem moral dan sosial yang hidup di tengah
masyarakat.

Nilai-nilai budaya seperti isin (rasa malu), awik-awik (aturan adat), dan semangat
gotong royong memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta
mengatur perilaku masyarakat dalam menghadapi konflik atau pelanggaran norma (Ningsih
& Suryadmaja, 2025). Mekanisme penyelesaian sengketa sering kali lebih mengutamakan
musyawarah dan perdamaian daripada sanksi formal, mencerminkan dominannya prinsip
harmoni sosial dalam sistem hukum lokal. Dengan demikian, pemahaman terhadap konteks
sosial dan budaya masyarakat Sasak menjadi kunci untuk menganalisis bagaimana norma
adat berinteraksi dengan hukum perdata dan dagang, serta bagaimana keduanya saling
memengaruhi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Konteks sosial dan budaya masyarakat Sasak menunjukkan bahwa sistem hukum
adat mereka berakar kuat pada nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, serta penghormatan
terhadap norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Prinsip-prinsip seperti isin,
awig-awig, dan gotong royong berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial serta
membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan
perdamaian. Pola ini menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat Sasak tidak hanya
dipahami sebagai perangkat formal negara, tetapi juga sebagai manifestasi dari sistem moral
dan budaya yang hidup. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dimensi sosial dan budaya
masyarakat Sasak menjadi landasan penting untuk menjelaskan interaksi dinamis antara
norma adat dengan hukum perdata dan hukum dagang dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Implementasi Hukum Perdata dan Dagang dalam Praktik Sosial Masyarakat Sasak

Implementasi hukum perdata dan hukum dagang dalam kehidupan masyarakat
Sasak menunjukkan adanya proses adaptasi yang dinamis antara norma hukum nasional
dan realitas sosial lokal. Dalam praktiknya, hubungan keperdataan seperti perjanjian,
warisan, dan kepemilikan sering kali tidak hanya diatur berdasarkan ketentuan hukum formal,
tetapi juga melalui kesepakatan sosial dan adat yang telah mengakar kuat dalam
masyarakat. Masyarakat Sasak cenderung mengedepankan prinsip musyawarah dan
kesepakatan bersama dalam menyelesaikan persoalan hukum, yang mencerminkan
keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai kekeluargaan (Sari, Zubair, et.al,2023).
Dengan demikian, hukum formal diinterpretasikan secara fleksibel agar tetap selaras dengan
prinsip keadilan sosial dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, dalam ranah ekonomi dan perdagangan, penerapan hukum dagang sering
kali disesuaikan dengan sistem kepercayaan dan kebiasaan lokal. Praktik jual beli, utang
piutang, dan kerja sama usaha tidak hanya dilandasi oleh kontrak tertulis, tetapi juga oleh
kepercayaan, integritas, dan reputasi sosial antarindividu (Ulandari & Anam, 2024).
Pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka pun terbentuk melalui
pengalaman sosial dan interaksi adat, bukan semata melalui pendidikan hukum formal. Hal
ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi hukum di masyarakat Sasak sangat
bergantung pada kemampuan hukum formal untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai
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sosial budaya setempat, sehingga menciptakan harmoni antara tatanan hukum nasional dan
kehidupan sosial masyarakat

Implementasi hukum perdata dan hukum dagang dalam masyarakat Sasak
mencerminkan proses adaptasi yang harmonis antara norma hukum nasional dan nilai-nilai
sosial budaya lokal. Praktik keperdataan maupun kegiatan ekonomi tidak hanya berpijak
pada ketentuan hukum formal, tetapi juga dipandu oleh prinsip musyawarah, kepercayaan,
dan kesepakatan adat yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Pola penyelesaian
masalah hukum lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan
keharmonisan sosial, sedangkan hubungan dagang dibangun atas dasar integritas serta
reputasi sosial daripada sekadar kontrak tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas
penerapan hukum di masyarakat Sasak sangat ditentukan oleh kemampuan hukum formal
untuk beradaptasi dengan sistem nilai lokal, sehingga tercipta sinergi antara hukum negara
dan budaya masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dinamika Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Sasak

Pluralisme hukum dalam masyarakat Sasak merefleksikan keberadaan tiga sistem
hukum yang saling berdampingan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.
Ketiganya memiliki legitimasi dan ruang penerapan yang berbeda namun saling beririsan
dalam kehidupan sosial masyarakat (Wardatun, 2019). Hukum negara berperan sebagai
kerangka formal yang mengatur hubungan keperdataan dan kegiatan ekonomi secara
yuridis, sementara hukum agama memberikan landasan moral dan spiritual dalam menilai
perilaku individu. Di sisi lain, hukum adat atau awik-awik menjadi pedoman sosial yang hidup
dan berkembang dalam komunitas lokal, mengatur tata hubungan sosial, penyelesaian
sengketa, serta menjaga keharmonisan antaranggota masyarakat. Keberadaan ketiga
sistem ini menciptakan suatu keseimbangan normatif yang unik, di mana masyarakat Sasak
mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang paling sesuai dengan konteks sosial dan
moral tertentu.

Pluralisme hukum tersebut juga menimbulkan potensi tumpang tindih dan konflik
normatif, terutama ketika prinsip atau mekanisme penyelesaian dari masing-masing sistem
hukum berbeda satu sama lain. Dalam konteks hukum perdata dan dagang, misalnya,
ketegangan sering muncul antara penerapan hukum positif yang bersifat formal dengan
praktik adat yang lebih fleksibel dan berbasis musyawarah. Masyarakat Sasak biasanya
menavigasi perbedaan ini melalui pendekatan kompromistis, memilih jalur hukum atau adat
yang dianggap paling adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka anut. Fenomena
ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya menjadi tantangan bagi efektivitas
pelaksanaan hukum formal, tetapi juga menjadi cermin dari kemampuan adaptif masyarakat
Sasak dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara, nilai agama, dan kearifan lokal
dalam kehidupan bermasyarakat.

Pluralisme hukum dalam masyarakat Sasak mencerminkan kemampuan adaptif
masyarakat dalam mengelola interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum
adat yang masing-masing memiliki fungsi dan legitimasi tersendiri. Ketiga sistem hukum
tersebut berperan secara komplementer dalam membentuk tatanan sosial yang seimbang,
di mana hukum negara memberikan kerangka yuridis, hukum agama menanamkan nilai
moral, dan hukum adat menjaga harmoni sosial melalui norma lokal yang hidup. Meskipun
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terdapat potensi konflik normatif antar sistem hukum, masyarakat Sasak umumnya
menanganinya dengan pendekatan kompromistis dan kontekstual, menyesuaikan
penerapan hukum dengan nilai keadilan dan kepatutan sosial. Dengan demikian, pluralisme
hukum di masyarakat Sasak tidak hanya menunjukkan kompleksitas struktur hukum yang
berlaku, tetapi juga memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam mensinergikan berbagai
sumber norma untuk menciptakan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan realitas sosial
budaya mereka.

Pengaruh Keadaan Sosial terhadap Efektivitas Implementasi Hukum

Keadaan sosial masyarakat Sasak memainkan peran yang signifikan dalam
menentukan sejauh mana hukum formal dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sosial
mereka. Struktur sosial yang kuat, ditopang oleh nilai-nilai seperti solidaritas komunitas, rasa
kebersamaan, dan penghormatan terhadap hierarki sosial, membentuk cara masyarakat
merespons dan mematuhi aturan hukum (Muhammad Surya Bimantoro et al., 2024). Dalam
konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur
perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan sosial yang hidup dan diinternalisasi melalui
praktik keseharian. Peran tokoh adat sebagai figur otoritatif turut memperkuat penerimaan
masyarakat terhadap keputusan hukum, terutama ketika keputusan tersebut diselaraskan
dengan nilai-nilai moral dan adat yang berlaku (Muh. Jaelani Al-Pansori, 2024). Dengan
demikian, hukum formal baru dapat berfungsi secara optimal apabila ia selaras dengan
struktur sosial yang ada dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang
sudah tertanam kuat dalam masyarakat Sasak.

Faktor sosial juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan hukum apabila nilai-
nilai komunitas tidak sejalan dengan prinsip hukum formal (Trizza et al., 2025). Misalnya,
kecenderungan masyarakat Sasak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme
musyawarah adat dapat mengurangi frekuensi penggunaan jalur hukum formal. Meskipun
cara ini memperkuat kohesi sosial, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan
dalam pelaksanaan prinsip keadilan hukum secara nasional. Oleh karena itu, efektivitas
implementasi hukum perdata dan dagang di masyarakat Sasak sangat ditentukan oleh
kemampuan sistem hukum formal untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya
lokal. Sinergi antara struktur sosial, nilai adat, dan kerangka hukum nasional menjadi
prasyarat penting agar hukum tidak hanya ditegakkan secara legalistik, tetapi juga diterima
secara sosial dan kultural oleh masyarakat yang menjalankannya.

Keadaan sosial masyarakat Sasak memiliki pengaruh yang substansial terhadap
efektivitas penerapan hukum formal, karena struktur sosial yang berlandaskan solidaritas,
rasa kebersamaan, dan penghormatan terhadap hierarki turut menentukan tingkat
kepatuhan terhadap norma hukum. Hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai
aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan terinternalisasi
dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh adat yang memiliki otoritas moral memperkuat
legitimasi hukum ketika keputusan hukum disesuaikan dengan nilai adat setempat. Namun,
kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui
mekanisme musyawarah adat dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip hukum formal
yang bersifat universal. Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum perdata dan dagang
di masyarakat Sasak sangat bergantung pada kemampuan hukum nasional untuk
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menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan nilai budaya lokal, sehingga tercipta sinergi
yang memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara sosial
dan kultural.

Bentuk Adaptasi dan Harmonisasi antara Hukum Formal dan Hukum Adat

Proses adaptasi antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat Sasak
merupakan fenomena yang mencerminkan fleksibilitas hukum nasional dalam menghadapi
realitas sosial yang majemuk (Wiwit Juliana Sari, et.al, 2024). Dalam konteks ini, hukum
formal tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan mengalami penyesuaian terhadap
norma-norma adat dan kebiasaan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Proses
adaptasi tersebut terlihat dalam cara masyarakat menafsirkan dan melaksanakan ketentuan
hukum perdata maupun dagang, di mana nilai-nilai lokal seperti keadilan komunal,
keseimbangan sosial, dan keharmonisan menjadi landasan utama dalam pengambilan
keputusan. Dengan demikian, penerapan hukum di masyarakat Sasak menunjukkan adanya
bentuk dialog sosial antara sistem hukum negara dengan sistem nilai adat yang berorientasi
pada harmoni sosial dan kemaslahatan bersama.

Selain itu, harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat tampak nyata dalam
praktik penyelesaian sengketa dan pelaksanaan perjanjian sosial-ekonomi. Banyak kasus
hukum yang secara substantif diselesaikan melalui mekanisme adat, seperti mediasi oleh
tokoh masyarakat atau lembaga adat, yang kemudian diakui oleh aparat hukum formal
sebagai bentuk penyelesaian yang sah secara sosial (Wira & Hidayat, 2025). Hal ini
menandakan adanya pengakuan timbal balik antara hukum negara dan hukum adat, di mana
keduanya berfungsi secara komplementer dalam menjaga stabilitas sosial. Harmonisasi ini
juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat karena menempatkan hukum formal
dalam kerangka nilai-nilai lokal yang dipahami dan dihormati. Dengan demikian, integrasi
antara kedua sistem hukum tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas implementasi
hukum nasional, tetapi juga menciptakan model keadilan yang lebih kontekstual, partisipatif,
dan berakar pada budaya masyarakat Sasak.

Proses adaptasi antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat Sasak
menunjukkan fleksibilitas hukum nasional dalam menyesuaikan diri dengan realitas sosial
yang majemuk. Hukum negara tidak diterapkan secara kaku, tetapi berinteraksi dengan
norma adat yang berlandaskan nilai keadilan komunal, keseimbangan sosial, dan
keharmonisan. Fenomena ini tampak dalam praktik penyelesaian sengketa dan pelaksanaan
perjanjian sosial-ekonomi yang sering diselesaikan melalui mekanisme adat seperti mediasi
oleh tokoh masyarakat, kemudian diakui secara sosial maupun hukum. Integrasi tersebut
mencerminkan adanya dialog timbal balik antara sistem hukum negara dan adat yang
bersifat komplementer, sehingga memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan efektivitas
penerapannya, serta melahirkan model keadilan yang kontekstual dan berakar pada budaya
lokal masyarakat Sasak.

Implikasi Akademik dan Praktis terhadap Pengembangan Kebijakan Hukum

Penelitian ini memiliki implikasi akademik yang signifikan dalam pengembangan teori
hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat
lokal. Dalam konteks masyarakat Sasak, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum
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tidak dapat dipisahkan dari pengaruh struktur sosial, sistem nilai adat, serta praktik budaya
yang mengakar kuat(Zuhdi, 2018). Oleh karena itu, teori hukum yang bersifat universal perlu
dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan antropologis agar mampu menjelaskan
dinamika interaksi antara hukum formal dan kearifan lokal. Pendekatan ini berkontribusi pada
pembentukan paradigma hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga
menegaskan pentingnya keadilan substantif dan penerimaan sosial terhadap hukum di
tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon akademik dengan
menawarkan model konseptual hukum yang bersifat adaptif dan berakar pada konteks lokal,
khususnya dalam masyarakat yang memiliki pluralitas hukum seperti Sasak di Lombok.

Dari segi praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat
kebijakan untuk merancang implementasi hukum perdata dan dagang yang partisipatif serta
selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Pendekatan kebijakan yang adaptif perlu
memperhatikan mekanisme adat dan struktur sosial yang telah berfungsi efektif dalam
menjaga keharmonisan komunitas (Terhadap, Logam, Jarang, Haris, & Agung, 2024). Hal
ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga hukum negara, tokoh adat, dan
masyarakat lokal dalam proses formulasi maupun penerapan peraturan. Dengan melibatkan
unsur budaya dan kearifan lokal, kebijakan hukum dapat lebih diterima, dipatuhi, dan
diinternalisasi oleh masyarakat. Pada akhirnya, integrasi antara hukum formal dan norma
adat bukan hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga menciptakan sistem
hukum yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik masyarakat
Sasak di Lombok.

Penelitian ini memiliki implikasi akademik dan praktis yang penting dalam
pengembangan kebijakan hukum yang kontekstual, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai
sosial budaya masyarakat Sasak. Secara akademik, hasil kajian menunjukkan bahwa teori
hukum universal perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan antropologis agar
mampu menjelaskan interaksi dinamis antara hukum formal dan kearifan lokal. Pendekatan
tersebut mendorong lahirnya paradigma hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum
dengan keadilan substantif serta penerimaan sosial di tingkat masyarakat. Secara praktis,
temuan penelitian ini memberikan arah bagi pembuat kebijakan untuk merancang penerapan
hukum perdata dan dagang yang partisipatif melalui sinergi antara lembaga hukum negara,
tokoh adat, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memungkinkan kebijakan hukum lebih sesuai
dengan realitas sosial masyarakat Sasak, sehingga memperkuat legitimasi hukum nasional
sekaligus mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan
kontekstual terhadap budaya lokal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum
perdata dan hukum dagang dalam masyarakat Sasak tidak dapat dilepaskan dari konteks
sosial dan budaya yang mengitarinya. Hukum formal berinteraksi secara dinamis dengan
sistem nilai lokal seperti adat, solidaritas sosial, dan prinsip keharmonisan yang menjadi
fondasi kehidupan masyarakat Sasak. Pluralisme hukum yang mencakup hukum negara,
hukum agama, dan hukum adat menciptakan suatu mekanisme sosial yang fleksibel, di mana
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masyarakat mampu menavigasi berbagai aturan berdasarkan keadilan dan kesesuaian
kontekstual.

Selain itu, efektivitas penerapan hukum di masyarakat Sasak bergantung pada sejauh
mana sistem hukum nasional mampu beradaptasi dan berharmoni dengan norma adat yang
hidup. Proses adaptasi dan harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat menunjukkan
bahwa hukum nasional dapat berjalan lebih efektif ketika disertai dengan pengakuan terhadap
kearifan lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum
dan sosiologi dalam memahami praktik hukum di masyarakat tradisional.Secara akademik,
penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum yang kontekstual dan sensitif
terhadap budaya lokal. Sementara secara praktis, temuan ini menjadi dasar bagi pembuat
kebijakan untuk merumuskan sistem hukum yang partisipatif, adaptif, dan berakar pada nilai-
nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara hukum formal dan hukum adat
bukan hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga menciptakan tatanan hukum
yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan karakter sosial-budaya masyarakat Sasak di
Lombok.
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